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2008 – 2009. 
I 
22 (dua puluh dua). 
Rapat Kerja.  
Rabu, 2 Desember 2009 
10.30 WIB – 12.30 WIB 
Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I 
Lantai 1. 
Penyempurnaan Prolegnas Tahun 2010-2014 dan 
Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010.  
Ignatius Mulyono. 
Drs. Djaka Dwi Winarko, MSi. 
32 orang dari 50 orang Anggota Badan Legislasi. 
   

KESIMPULAN/KEPUTUSAN 

 
I. PENDAHULUAN 
 

1. Rapat Badan Legislasi dengan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional 
(BPHN) dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Ignatius Mulyono. 

2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 10.25 WIB, Ketua Rapat menyampaikan 
pengantar rapat, selanjutnya menjelaskan usulan penyempurnaan Prolegnas.  

  
 

II. POKOK PEMBAHASAN 
 

Penyempurnaan Program Legislasi Nasional Tahun 2010-2014 dan Program Legislasi 
Nasional RUU Prioritas Tahun 2010 mendapat masukan sebagai berikut: 

  
1. Prolegnas Tahun 2010-2014 perlu dilakukan penyempurnaan sesuai Keputusan 

Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 1 Desember 2009 dan RUU tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  
yang semula diusulkan oleh DPR sebaiknya diusulkan oleh Pemerintah.  

2. RUU tentang Keuangan Mikro hendaknya dapat diprioritaskan masuk dalam 
Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010. 

3. Penulisan RUU dalam Prolegnas Tahun 2010-2014 sebaiknya diurutkan dari RUU 
yang sudah masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010. 
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4. Terkait dengan usulan penambahan RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 
2010 sebaiknya RUU tersebut diajukan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 
berikutnya.  

5. Permasalahan yang terjadi terkait usulan penambahan dalam Prolegnas RUU 
Prioritas Tahun 2010 sebenarnya disebabkan karena Anggota DPR belum 
memahami mekanisme pembahasan Prolegnas di Badan Legislasi dan adanya  
usulan RUU dari Departemen Pertahanan yang belum terakomodasi dalam 
Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010, yaitu RUU tentang Komponen Cadangan, 
RUU tentang Peradilan Militer, dan RUU tentang Rahasia Negara. 

6. Usulan penambahan RUU dalam Prolegnas RUU Priotitas Tahun 2010 menunjukkan 
DPR belum dapat mengukur kemampuan pembahasan RUU. 

7. Terkait usulan RUU yang disahkan pada Tahun 2009 namun sudah diajukan 
perubahan dalam Prolegnas 2010-2014 diperlukan kesepahaman yang sama 
diantara Anggota DPR. 

8. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang 
Komisi Yudisial perlu dipertimbangkan menjadi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 
2010.  

9. Pemerintah mengusulkan agar RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa 
dipertimbangkan masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010 dengan alasan  
Keppres mengenai Pengadaan Barang dan Jasa dalam pelaksanaannya banyak 
masalah.   

10. RUU tentang Pengambilalihan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan sebaiknya 
diusulkan oleh DPR bukan Pemerintah dan pengajuannya dilakukan setelah 
dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Pokok-pokok Agraria. 

 
 

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN 
Rapat menyepakat i beberapa hal sebagai berikut: 

 
1. Tiga RUU disepakati masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010, yaitu 

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
MPR, DPR, DPD, dan DPRD; RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya; dan RUU tentang 
Pengambilalihan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan.  

2. Judul RUU tentang Perdagangan Anak menjadi RUU tentang Pemberantasan 
Perdagangan Anak. 

3. Jumlah RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010 menjadi 58 RUU dan 
jumlah RUU Prolegnas Tahun 2010-2014 tetap 247 RUU. 

 
Rapat ditutup pukul 13.30 WIB 

 
 

Jakarta, 2 Desember 2009 
 

KETUA RAPAT / 
KETUA BADAN LEGISLASI 
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